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PENETAPAN
Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Rhl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah membaca gugatan pada
perkara gugatan sederhana Nomor 11/Pdt.G.S/2020/PN Rhl antara:
MASTA TANIA TAMPUBOLON, beralamat di Jin. Tuanku Tambusai Gg.
Bhineka RT/RW 004/003, Bagan Batu, Kec. Bagan Sinembah, Kab.
Rokan Hilir, agama Kristen, umur 26 tahun, pekerjaan mengurus rumah
tangga, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukum Mangiring Parulian Sinaga,
S.H., dan Rahmansyah Siregar, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 23 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Rokan Hilir tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;
Lawan:

1. BRIPTU DONALD ADRIAN TAMPUBOLON, beralamat di Dusun Tanah
Putih RT.001 RW.002 Desa Pasir Putih Utara, Kecamatan Bagan
Sinembh, Kabupateb Rokan Hilir, agama Kristen, umur 27 tahun, jenis
kelamin laki-laki, Pekerjaan Anggota Polri, Nomor HP 082170857625,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. POLRES BENGKALIS cq KASI PROPAM POLRES BENGKALIS,
beralamat di Jin Pertanian, Senggora, Kec. Bengkalis, Kabupaten
Bengkalis, Provinsi Riau 287111, selanjutnya disebut Turut Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara bersangkutan;
Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo,
Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam perkara yang dapat
diperiksa menurut tata cara penyelesaian gugatan sederhana dengan alasan
sebagai berikut:
1. Bahwa Pasal 4 Ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana (Perma Nomor 4 Tahun 2019) mengatur Dalam hal
penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili
tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa,
kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau

domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi dari penggugat;
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2. Bahwa dari ketentuan tersebut diketahui seharusnya dalam perkara
gugatan sederhana, jika terdapat lebih dari satu orang tergugat,
seluruh tergugat harus berdomisili di wilayah hukum yang sama.
Oleh karena dalam perkara ini para pihak terdiri atas penggugat,
tergugat dan turut tergugat, dimana domisili tergugat dan turut
tergugat berada di wilayah hukum yang berbeda yaitu tergugat
berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir dan turut tergugat berdomisili di
Kabupaten Bengkalis, maka keadaan yang dimaksud Pasal 4 Ayat
(3a) Perma Nomor 4 Tahun 2019 tidak terpenuhi dalam gugatan
yang diajukan Penggugat;

3. Bahwa setelah mencermati isi dari gugatan Penggugat dinilai
terdapat beberapa pokok perkara yaitu mengenai perbuatan ingkar
janji (wanprestasi), pernyataan sah perkawinan Penggugat dan
Tergugat, dan pernyataan sah Dareen Absyaloom Sihombing
sebagai anak sah yang lahir dari perkawinan Penggugat dan
Tergugat. Atas dasar hal tersebut dinilai pembuktian dalam perkara
ini tidak sederhana, sehingga apa yang dimaksud Pasal 1 angka 1
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Perma Nomor
4 Tahun 2019) tidak terpenuhi dalam perkara ini;

4. Bahwa setelah mencermati dalil posita gugatan Penggugat pada
poin 1 yang menerangkan mengenai perkawinan Penggugat dan
Tergugat dilaksanakan oleh Gereja Pentakosta di Indonesia Dolok
Sanggul dan dari posita poin 3 diketahui bahwa perkawinan tersebut
belum dicatatkan, maka seharusnya Gereja Pentakosta di Indonesia
Dolok Sanggul harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini guna
mengetahui kebenaran perkawinan tersebut;

5. Bahwa atas dasar pertimbangan diatas, maka dinilai perkara ini tidak
tepat diperiksa menurut hukum acara gugatan sederhana
sebagaimana diatur Perma Nomor 4 Tahun 2019 Jo Perma Nomor 2
Tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka

hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,

Pasal 4 ayat (3a) Jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
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Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2
Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
MENETAPKAN:
1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera  untuk mencoret  perkara Nomor
11/Pdt.G.S/2020/PN Rhl dalam register perkara;

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada

Penggugat.
Ditetapkan di Ujung Tanjung,
Pada tanggal 19 Agustus 2020
Panitera Pengganti Hakim
Esra Rahmawati, S.H. Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.
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